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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Di jaman yang sudah modern sekarang ini membawa dengaruh yang
besar bagi kehidupan manusia. Hal tersebut ditandai dengan semakin
meningkatnya kebutuhan manusia terhadap bareng dan jasa. Sehubungan
dengan hal tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang
semakin meningkat maka diperlukan faktor - faktor pendukung jasa
pengangkutan atau yang biasa disebut transportasi.

Pengangkutan merupakan kegiatan yang sangét vital dalam
kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai
faktor yaitu keadaan geografis Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari
daratan dan lautan, daratan itu meliputi beribu — ribu pulau scdahg wilayah
perairan merupakan bagian yang terdiri dari lautan dan sungai. Dengan
kondisi tersebut maka pengangkutan dapat mendorong dan inenjadi alasan
penggunaan jasa pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanik’.

Dengan lancarnya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara

desa dan kota dan itu akan memberi dampak bahwa kebutuhan bagi mereka

! Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditva Bhakti, Bandung, 1998,
h. 7.




yang tinggal di desa akan terpenuhi sehingga mercka tidak khawatir untuk
pindah ke kota.
| Selain untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah
yang lain, jasa pengangkutan juga berfungsi untuk meningkatkan daya guna
suatu barang. Untuk itu dibutuhkan suatu angkutan yang cepat dan efisien.
Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba
di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatken nilai guna baik bagi
penumpang maupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya
proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa
hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan
selamat artinya bahwa penumpang sampai di tujuan dengan keadaan sehat,
tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal
dunia. Jika yang diangkut itu barang, selamat dapat diartikan sebagai bahwa
barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kekurangan atau
kemusnahaan. Sedangkan meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber
daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi
kepentingan manusia dan juga dalam pelaksanaan pe mbangunan.

Di dalam kehidupan sehari — hari dikenal ada tiga jenis
pengangkutan yaitu pengangkutan darat, penganglutan laut, dan
pengangkutar udara. Diantara ketiga jenis angkutan di atas maka yang

paling dominan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah jenis



angkutan darat, untuk jenis angkutan darat ini masyarakat dapat
menggunakan sarana pengangkutan berupa kendaraan bermotor misalnya
sepeda motor, bus, mobil, dan kereta api. Dalam masing - masing jenis
pengangkutan tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini
menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat selaku pengguna jasa
pengangkutan untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya.

Sekarzng ini kereta api menjadi primadona bagi masyarakat. Hal itu
tercermin bahwa masyarakat menjadikan pilihan utama sebagai sarana
untuk bepergian. Menurut kegunaanya kereta api digolongkan menjadi dua
yaitu kereta api barang, yang digunakan khusus untuk mengangkut barang
dan kereta api penumpang, yang digunakan khusus untuk mengangkut
penumpang. Tentunya kereta api juga memilil:i karakteristik dan kelebihan
yang tersendiri, diantaranya adalah kereta api mampu mengangkut orang
ataupun barang dalam jumlah yang banyak, juga memiliki kecepatan yang
tinggi dan hemat biaya. Dibandingkan dengan jasa pengangkutan yang lain,
kereta api adalah jenis pengangkutan yang hemat energi, hemat dalam
penggunaan ruang dan waktu, memiliki tingkat pencemaran terhadap uadara
yang relatif rendah serta sangat efisien jika digunakan untuk daerah yang
padat penduduknya dan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Selain itu

jalur kereta api tidak merusak lingkungan kurena konstruksi badan jalan




relnya dibuat sedemikian rupa sehingga tetap inenjamin terlaksananya
proses penyerapan air oleh tanah.

Di Indonesia perkeretaapian diatur dalam Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1992 ( diundangkan dalam lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 47, serta tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 17
September 1992 ), yang selaniutnya disingkat dengan UUKA. Sedangkan
pengelolaannya dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia ( PT KAI ). PT
KAI merupakan status baru yang menggartikan Perumka, dengan landasan
hukum Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum ( PERUM ) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (
PERSERO ). Dengan wdanya perubahan tersebut diharapkan adanya
perubahan dalam hal pelayanan maupun keamanan yang lebih baik kepada
para penumpang kereta api bila terjadi hal — hal yang merugikan
penumpang atau yang diakibatkan oleh karena tergangguinya pelayan kereta
api.

Menurut ketentuan pasal 1 butir (2) UUKA, kereta api adalah
kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri manpun dirangkaikan
dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jala rel.
Tetapi apabila diperhatikan kenyataannya, yang dimaksud dengan tenaga

gerak itu bersumber pada mesin diesel atau ketel uap yang ada pada



kendaraan itu yang disebut lokomotif. Lokomotif ini berjalan sendiri di atas
rel karena digerakkan oleh tenaga diesel atau tenaga uap. Sedangkan yang
dimaksud dengan kendaraan lain yang dirangkaikan dei.gan lokomotif itu
disebut gerbong untuk penumpang dan atau barang. Jadi kereta api itu
adalah lokomotif dan gerbong sebagai satu rangkaian kesatuan yang
bergerak di jalan atas rel.

Untuk terjadinya pengangkutan darat dengan kereta api, perlu
diadakan perjanjian pengangkutan lebih dahulu yang dibuktikan dengan
karcis penumpang atau surat angkutan barang apabila kereta tersebut adalah
kereta api barang. Di dalam pengoperasiannya kereta api penumpang dibagi
dalam beberapa kelas, yaitu kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas
eksekutif. Dengan pembagian kelas — kelas pada kereta api tersebut
dimaksudkan agar masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api dapat
memilih kelas yang sesuai dengan kemampuannya, misalnya bagi
masyarakat yang kurang mampu dapat memilih kelas ekonomi sebaliknya
bagi masyarakat yang mampu dapat memilih kalas bisnis ataupun kelas
eksekutif sebagai alternatif dalam bepergian.
| Menyangkut dengan pembagiaan kelas — kelas pada kereta api
tersebut memang ada perbedaan yang mencolok yaitu dalam hal harga tiket
dari tiap - tiap kelas yang tersedia. Harga tiket itu tentunya bermacam —

macam, semakin tinggi kelasnya tentunya semakin mahal pula harganya.




Masing — masing jenis kelas dan harga tiket tersebut memang ada
perbedaan dalam hal pelayanan ataupun fasilitas yang disediakan. Mengenai
pelayanan yang diberikan kepada penumpang kelas elsekutif tentunya
berbeda dengan penumpang kelas bisnis dan kelas ekonomi, pada
penumpang kelas eksekutif tersebut biasanya dalam hal pembelian tiket
para penumpang disediakan ruang tunggu dan ruang pemesanan tiket yang
ber - AC sedangkan umuk jenis fasilitas dan layanan di dalam kereta api
yang diterima penumpang kelas ini adalah dengan suasana gerbong yang
ber — AC lengkap dengan pemberian makanan dan air minuman yang
diterima oleh tiap penumpang. Lain halnya dengan penumpang kereta api
kelas bisnis dan ekonomi, secara umum tidak ada perbeda: n yang mencolok
pada pelayanan pada kedua kelas itu. Namun pada kelas bisnis, penumpang
disediakan gerbong dengan fasilitas tempat duduk yang lebih nyaman
dibandingkan dengan kelas ekonomi.

Menyangkut jenis — jenis kelas tersebut, memang ada perbedaan
dalam hal fasilitas. Hal ini wajar -nengingat harga tiket dari tiap — tiap kelas
tersebut bebeda. Semakin tinggi kelas yang dimaksud, harga tiketnya tentu
semakin mahal, sehingga fasilitasnya juga akan bertambah. Meskipun
terdapat perbedaan dalam hal fasilitas dan pelayanan itu tidak membuat
masyarakat membenci kereta api namun sebaliknya kereta api tetap

merupakan pilihan utama masyarakat untuk bepeigian dan juga tidak



mengakibatkan adanya perbedaan dalam hal perlindungan hukum bagi tiap
— tiap penumpang bila terjadi sesuatu hal yang merugikan.

Membicarakan kereta api sebagai sarara transportasi bagi
masyarakat, tentu tidak dapat dilc paskan dari nasyarakat sebagai pengguna
atau konsumen jasa kereta api. Hubungan antara masyarakat sebagai
konsumen dengan PT KAI sebagai pelaku usaha sangat eray, ibarat sekeping
uang dengan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, konsumen sangat
membutuhkan kehadiran kereta api sebagai salah satu bagian dari
kebutuhan mereka sedangkan disisi lain pihak PT KAl adalah sebagai
pelaku usaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun
kemudian hubungan erat tersebut seringkali menimbulkan berbagai
persoalan, terutama menyangkut pelayanan maupun keamanan bagi
penumpang apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kerugian pada
penumpang.

PT KAI sebagai badan penyelenggara menyediakan dan merawat
sarana kereta api ( pasal 9 ayat | UUKA ) kereta api yang dioperasikan
wajib mempunyai keandalan dan memenuhi persyaratan keselamatan.
Untuk memenuhi persyaratan keselamatan tersetut, terhadap setiap sarana
kereta api dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Syarat keselamatan dan
tata cara pemeriksaan serta pengujian kereta api diatur lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah ( pasal 10 ayat 3 UUKA ). Pengoperasian kereta api




hanya dapat dilakukan oleh tenaga — tenaga yang t(elah memenubhi
kualifikasi keahlian. Persyaratan keahlian dan tata cara mendapatkan
kualifikasi keahlian diatur dengan peraturan pemerintah ( pasal 12 UUKA ).
Tenaga yang memenuhi kualiiikasi keahlian itu di antaranya adalah
masinis, kondektur, pengatur rel kereta api.

Pemerintah menyediakan dan merawat stasiun kereta api.
Penyediaan dan perawatan tersebut dilimpakkan kepada badan
penyelenggara melaksanakan perusahaannya ( pasal 8 UUKA ). Badan
penyelenggara tersebut adalah badan usaha milik negara berbentuk PT KAL
PT KAl ini berfungsi sebagai pengoperasian dan pemanfazt stasiun dalam
usaha penyelenggaraan angkutan kereta api.

Stasiun itu merupakan tempat kereta api berangkat dan berhenti
untuk melayani naik dan turunya penumpang dan «tau muat bongkar barang
dan atau untuk keperluan operasi kereia api ( pasal 19 ayat 1 UUKA ).
Dalam penjelasannya dinyatakan, operasi kereta api memerlukan tempat
untuk bersilang, bersusulan, berangkat, berhenti, dan operasi lainnya.
Pemilihan tempat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa
kereta api untuk naik turunnya penumpang daun atau muat bongkar barang
serta perpindahan antarmoda transportasi. Selain itu, terdapat pula stasiun

yang hanya untuk melayani barang, baik barang — barang umum ataupun



barang ~ barang sejenis antara lain pet! kemas, batu bara, hewan, serta
stasiun yang hanya untuk keperluan operasi.

Selain itu, menurut pasal 20 ayat 1 UUKA, di stasiun PT KAI dapat
melakukan kegiatan usaha penunjang angkutan kereta api. Kegiatan usaha
penunjang tersebut dapat berupa usaha pertokoan, restoran, perkantoran,
perhotelan sepanjang usaha penunjang tersebut dapau dilakukan oleh badan
hukum Indonesia atau warga negara Indonesia guna memberikan
kemudahan kepada para pengguna jasa keretu api.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dicontohkan di sini
beberapa kejadian atau hambatan - hambatan vang menimpa pada
pengakutan kereta api, yaitu antara lain aksi perampokan di atas terhadap
Kereta Api Progo jurusan Jakarta — Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 20047
dan kemudian kejadian yang sama juga menimpa Kereta Api Serayu oleh
belasan pedagang asongan pada tanggal 13 Mei 2004 yang mengakibatkan
satu penumpangnya dipaksa turun oleh belasan pedagang asongan tersebut’.

Di samping berbagai kejadian yang menimpa kereta api tersebut,
dapat juga dicontohkan beberapa keluhan dari masyarakat selaku
penumpang terhadap berbagai hal yang menyangkut pelayanan maupun
fasilitas yang ada dalam kereta api, yaitu antara iain seperti yzmé terjadi di

Stasiun Lempuyang di Yogya, Stasiun Jebres di Solo, Ctasiun Poncol di

2« Mendambakan Rasa Aman di Kereta Api “, www.kompas.com, 18 Mei 2004.

? Ibid.
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Semarang, Stasiun Pasar Senen di Jakarta adalah stasiun khusus untuk
penumpang kereta api kelas ekonomi yang sengaja dipisah oleh manajemen
PT KAI berdasarkan kemampuan membayar, namun bukan cuma itu
perlakuan PT KAI kepada masyarakat kelas bawah sangat menyedihkan
yaitu terbukti dengan kereta api kelas ekonomi yzng pada umumnya sering
kali mampet airnya di kamar — kamar kecil yang disediakan, bau pesing
bukan hanya dihirup mereka yang masuk ke kamar kecil tetapi juga
penumpang lain menderita kesumpckan, ditambah aroma yang tidak
menyedapkan juga banyak lampu — lampu vang tidak dapat menyala, kipas
- kipas yang sudah tidak dapat berputar atau tidak ada kipas sama sekali
dan banyak terdapat pintu - pintu yang sudah tidak berkunci®.

Dewasa ini naik kereta api kelas ekonomi seolah menyaksikan
pengingkaran penghargaan manusia atas manusia. Satu gerbong kereta api
menurut catatan PT KAI berkapasitas 106 tempat duduk, kini dijejali
manusia. Manusia bagaikan ikan sarden, ditumpuk — tumpuk dalam satu
gerbong di luar kapasitas normalnya meski katanya menurut ukuran aman
masih bisa dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan berbagai kejadian dan keluhan masyarakat
sebagal pengguna jasa kereta api tersebut maka ada satu persamaan yang

dapat diungkapkan di sini menyangkut kondisi penumpang yaitu mereka

% Layanan Kereta Api Cara “ Lingga dan Yoni “, Op. Cit, 7 September 2001.
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sangat rentan sekali terhadap tindakan - tindakan yang merugikan yang
dilakukan oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini acalah PT KAl Di mana
kejadian tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil
baik bagi penumpang maupun pengangkut. Bagi pelaku usaha terjadinya
kejadian ~ kejadian penumpang selama proses pengangkutan tersebut
menyebabkan pengangkut harus bertanggung jawab terhadap segala
kerugian yang diakibatkan oleh kejadian — kejadian tersebut. Sedangkan
bagi penumpang yaitu sebagai pengguna jasa kereta api kejadian yang
terjadi dapat menyebabkan rusak atau hilangnya barang bawaan.

Dari berbagai masalah di atas, ternyata masyarakat sebagai
konsumen jasa kereta api sangat dirugikan sehingga mereka layak
mendapatkan suatu ganti rugi. Akan tetapi mercka pada umumnya tidak
mengetahui hak - haknya untuk memperoleh ganti rugi. Andaikata
mengetahui akan haknya mereka pada umumnya enggan untuk memperoleh
ganti rugi tersebut melalui jalur pengadilan.

Menurut Yusuf Sofi sebagian besar konsumen Indoresia enggan
berperkara ke pengadilan. Hal ini di karenakan :

1. Tidak jelasnya norma — norma perlindungan konsumen;
2. Praktek peradilan kita yang tidak lagi sederhéna, cepat dan

biaya ringan;
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3. Sikap menghindari konflik meskipun hak — haknya sebagai
konsumen dilanggar pengusaha”.

Secara umum, masalah perlindungan terhadap konsumen termasuk
dalam hal ini adalah penumpang kereta api, sebelumnya telah dituangkan
dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu landasan yuridis tertinggi
ferdapat dalam Undang - Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ), yaitu pasal 28
D ayat | Perubahan Keempat UUD 1945. Pasal pasal tersebut dinyatakan
bahwa:

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum “.
Ketentuan pasal tersebut memberi landasan konstitusional bagi
perlindungan terhadap konsumen di . Indonesia, karena dalam hal ini
ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa kedudukan semua warga
negara di mata hukum adalah sama, termasuk juga dalam hal kedudukan
hukum konsumen.

Dengan di undangkannya Undang — Undan;; Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK
pada tanggal 20 April 1999, banyak menimbulkan harapan besar bagi para

konsumen termasuk dalam hal ini adalah penumpang kereta api. Undang —

% Yusuf Sofi, Perlindungan Konsumen dan Instrumen — Instrumen Hukumnya, cet.1l, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2003, h. 13
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Undang tersebut memberikan gambaran yang jelas kepada konsumen
tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak ~ hak konsumen serta
norma periindungan konsumen.

Dari uraian di atas, dalam skripsi ini dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelayanan pelakn usaha ( PT KAl ) terhadap kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan konsumen sudah sesuai dengan hukum
positif yang berlaku ?

2. Bagaimanakah tanggung jawab PT KAI selaku pelaku usaha terhadap
kenyamanan, keamanaﬁ, dan kesclamatan konsumen ( penumpang )

kereta api kelas ekonomi ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak — Hak
Konsumen Selaku Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi “.

Pengertian perlindungan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah
tentang perlindungan terhadap kpnsumen, sebagaimana diatur dalam pasal 1
angka 1 Undang — Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Pasal tersebut menyebutkan bahwa .

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum umuk

memberi perlindungan kepada konsumen “.
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Di dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud dengan konsumen
adalah setiap orang yang yang menggunakan jasa angkutan kereta api atau
penumpang.

Dalam hal ini definisi penumpang dapat dilihat dari pihak dalam
perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan
dirinya untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut®. Dalam
semua undang — undang pengangkutan dipakai istilah penumpang untuk
pengangkutan orang tetapi rumusan mengenai penumpang secara umum
tidak diatur. Dalam pasal 1 butir 9 UUKA menyebutl:an bahwa :

“ pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang

menggunakan jasa angkutan kereta upi, baik untuk angkutcn orang

maupun barang “.
Sedangkan kereta api menurut pasal 1 butir 2 UUKA, yaitu :

“ kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun

dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang

bergerak di jalan rel “.

Beranjak dari penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan judul
skripsi ini adalah suatu upaya untuk mengetahui scberapa besar jaminan
yang di berikan oleh PT KAI selaku pihak penyelenggara pengangkutan

dengan kereta api yang khususnya menyangkut tentang kenyamanan,

¢ Abdutkadir Muhammad, Op. Cit, h. 50.
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keamanan, dan keselamatan terhadap konsumen ( penumpang ) kereta api
kelas ekonomi. Karena pada dasamya penumpang kereta api itu
memerlukan kepastian jaminan kepada PT KAl demi lzncamya oroses

pengangkutan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul skripsi “ Perlindungan Hukum "‘erhadap
Hak - Hak Konsumen Selaku Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi “
adalah karena dengan adanya krisis ekonomi yang melanda negara kita
maka semakin banyak masyarakat yang menggunakan kereta apt sebagai
sarana transportasi utama karena kereta api memiliki banyak keunggulannya
dari pada jenis transportasi lainnya. Kereta api ini terdiri deri beberapa kelas
dari yang bertarif mahal sampai yang bertarif murah. Meskipun ada
perbedaan kelas, penumpang juga memiliki kesamean hak dalam jaminan
perlindungan selama penumpang menggunakan jasa kereta api.
Namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat sebagai pengguna
atau konsumen jasa kereta api ini belum mengetahui akan hak — haknya

sebagai penw.npang.
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4, Tujuan Penulisan

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan
akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

2. Selain itu skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wacana bagi
masyarakat khusunya pengguna jasa kereta api dalam hubunganya
dengan jaminan kenyamanan, keainanan, dan keselamatan yang
diperolehnya selama masyarakat menggunakan jasa kereta api

tersebut.

S. Metodelogi

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang saya gurakan untuk membahas
permasalahar yang ada yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Maksud
pendekatan ini adalah penulisannya mengacu pada peraturan perundang —
undangan yang berlaku khususnya peraturan mengenai pengangkutan
penumpang dengan kereta api dan mengenai perlindungan konsumen (
penumpang ), serta berdasarkan teori — teori hukum yang berkaitan dengan
permasalahan skripsi ini kemudian dihubungkan dengan praktek yang

terjadi di masyarakat.
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b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini

adalah :
1. Sumber bahan hukum primer, diperoleh dari peraturan
perundang — undangan mengenai Perkereiaapian, yaitu
Undang — Undang No 13 tahun 1992 dan Undang —
Undang No 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan

| Konsumen.

2. Sumber bahan hukum sekunder, diperoleh dari literatur
atau buku - buku dan surat kbar yang masih ada
hubungannya dengan permasalahan penulisan skripsi ini.

c. Analisa bahan hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul atau diperoleh diidentifikasi,

diklasifikasikan, dan disistematisasi. Selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan penalaran hukum serta memberikan alasan
hukum.



18

d. Prosedur Pengumpulan Sumber Bahan Hukum Dan Analisa
Bahan Hukum
Bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh
dikumpulkan dan dikaji, selanjutnya diklasifikasikan sesuai
dengan rumusan permasalahan, tujuan peneiitian, dan

sistematika penyusunan hasil penelitian.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan materi dalam
skripsi ini muka disusunlah suatu sistematika yang berurutan sesuai dengan
materi pembahasan.

Skripsi ini terdiri atas empat bab, bab I raerupakan bab pendahuluan
yang berupa latar belakang dar rumusan beberapa permasalahan yang akan
dibahas dalam skripsi ini, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan
penulisan, metodelogi dan vang terakhir adalah pertanggungjawaban

sistematika. Hal tersebut diksudkan agar pembaca icbih mudah memahami
persoalan yang dirumuskan dalam latar belakang, schingga sebelum
membaca materi, gambaran umum dari permasalahan dapat diketahui.

Bab II membahas tentan_ permasalatan pelayanan PT Kereta Api

terhadap penumpang kelas ekonomi selaku konsumen dalam angkutan

kereta api. Bab II ini terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama yaitu
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tentang para pihak dalam perjanjian pengangkutan kereta api, sub bab
kedua yaitu mengenai proses terjadinya pengangkutan penumpan3 kereta
api yang didalamnya berisi tentang perjanjian zntara penumrpang dengan PT
KAI serta hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan, sub bab
ketiga membahas tentang pelayanar PT KAI terhadap penumpang kereta
api jika menurut hukum positif yang berlaku, dan sub beb yang keempat
membahas tentang pelayanan PT KAI terhadap penumpang kelas ekonomi.

Selanjutnya pada bab 11l akan dibahas mengenai tanggung jawab PT
KAI terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan psnumpang kereta
api kelas ekonomi. Bab III ini terdin tiga sub bav, pada sub bab pertama
yaitu berisi penjelasan tentang tanggung jawab PT KAI terhadap
penumpang kereta api jika tidak menjalankan k¢wajibannya sebagaimana
semestinya, kemudian sub bab kedua mengenai dasar gugat:n penumpang
kereta api dalam hal menderita kerugian, dan sub bab yang ketiga
membahas tentang penyelesaian sengketa yang antara penumpang (
konsumen ) dengan PT KAI selaku palaku usaha angkutan kereta api.

Bab IV merupakan bab penutup, yang terdin da-i sub bab yaitu
kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan itu dapat ditarik dari pembahasan
yang terdapat dalam bab - bab terdahulu dan juga pada saran yang dapat
saya berikan setelah menguraikan permasalahan yang telah saya

kemukakan.



BABII
PELAYANAN PT. KAI TERHADAP PENUMPANG

KERETA API KELAS EKONOMI

Para Pihaic Dalam Perjanjian Penga tan Kereta Api

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa
dalam suatu proses pengangkutan pada kereta api tersebut melibatkan dua
pihak yaitu pihak yang pertama yaitu penumpang sebagai konsumen dan
pihak yang kedua yaitu pengangkut yang dalam hal ini PT KAI.

Di dalam undang - undang baik dalam BW maupun KUHD tidak
mengatur istilah atau definisi penumpang, namun dalam Undang — Undang
Pengangkutan dipakai istilah penumpang untuk pengangkutan orang tetapi
rumusan mengenai penumpang secara umum ticdak diatur. Definisi
penumpang itu sendiri dapat dilthat dalam Undang — Undang No 13 Tahun
1992 tentang Perkeretaapian, dimana dalam pasal 1 butir 9 undang -
undang tersebut ditentukan bahwa :

“ pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang

menggunakan jasa angkutan kereta api baik untuk angkutan orang

maupun barang “.

Sehubungan dengan definisi penumpang tersebut maka pendapat

dari Abdulkadir Muhammad tentang penumpang adalah orang yang

20
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mengikatkan dirinya untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang
diangkut.
Berdasarkan rumusan pihak dalam perjanjian, jelaslah bahwa
kriteria penumpang menurut undang — undang adalah :
a. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian;
b. Membayar biaya angkutan;
c. Pemegang dokumen angkutan®.

Ketiga kriteria ini bersifat kumulatif bukan. alternatif.

Begitu pula dengan pengertian penganghut, vang dimaksud dengan
pengangkut tersebut bukanlah “ sopir “ pada mobil atau “ nahkoda “ pada
kapal atau “ pilot “ pada pesawat terbang tetapi majikan dari sopir, nahkoda
atau pilot tersebut yang menjadi pihak dalam perjanjian pengangkutan,
sekali lagi bahwa pengangkut bukanlah orang yang menjalankan kendaraan
atas perintah pengangkut tetapi pengangkut adalsh orang yang menjadi
pihak dalam perjanjian pengangkutan®.

Dalam Undang - Undang No 13 Tahun 1992 tentang
Perkeretaapian, pengangkut disebut dengan badan penyelengara. Dalam

pasal 6 ayat 1 undang — undang tersebut menyatakan bahwa :

7 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, h. 50.

¥ Ibid, h. 51

® HM.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jiiid 111, cet VI, Djambatan,
Jakarta, 2003, h. 28.
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[

perkeretaapian  diselengarakan  oleh  pemerintah  dan
pelak:anaannya diserahkan kepada badan penyelenggara yang
dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang - undangan
yang berlaku *“.
Badan penyelengara yang dimaksud itu adalah PT Kereta Api ( PT KAI ),
jadi pelaku usaha pada kereta api adalah PT KAI
Dengan adanya Undang - Undang No.8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen akan membawa dampak bagi keberadaan
penumpang kereta api. Karena dalam hal ini penumpang dapat dikatakan
sebagai konsumen sebagai pengguna jasa kereta api. Mengenai isi dari pasal
1 angka 2 Undang - Undang No.8 tahur 1999 menyebutkan bahwa
konsumen adalah :
“ Setiap orang pemakai barang dan ctau jasa yany tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain,
maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan .
Sedangkan pengertian jasa itu sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 5, yaitu :
“ Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkcn oleh konsumen ”.

Sedangkan PT KAI selaku pelaku usaha juga erdapat dalam pasal 1 angka

3 UUPK, yaitu :
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“ Setiap orang perseorangan atau badan wusaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan baaan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesic, baik sendiri maupun
bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi .

Jadi dalam hal ini para pihak perjanjian pengangkutan kereta api adalah

penumpang sebagai konsumen dan PT KAI sebagai pelaku usaha.

Untuk terjadinya angkutan darat dengan kereta api, perlu diadakan
perjanjian pengangkutan lebih dahulu yang dapat dibukiikan dengan karcis
penumpang atau surat angkutan barang. Penyelenggara pelayanan angkutan
orang dan atau barang dilakukan setelah dipenuhi syarat — syarat umum
angkutan yang ditetapkan oleh badan penyélenggara berdasarkan undang
undang (pasal 25 UUKA).

| Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang
berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk
melaksanakan sesuaiu. Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir
pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah

pihak mengenai hal — hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek
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perjanjian'’. Kemudian menurut ajaran yang dianut sekarang, perjanjian
harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran ( offerte )
menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut sebab detik itulah
yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan'’.

Namun lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral,
artinya suatu pihak yang memperoleh hak — hak dari perjanjian itu juga
menerima kewajiban — kewajibar yang merupakan kebalikannya dari hak -
hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban
— kewajiban juga memperoleh hak - hak yang dianggap sebagai
kebalikannya kewajiban — kewajiban yang dibebankan kepadannya itu'2.

Dilihat dari macamnya prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan,
perjanjian — perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan svatu barang;
b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu,
¢. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu'’,
| Dalam penjelasan pasal 25 UUKA dinyatakan, syarat — syarat umum
#ngkum yang dimaksud meliputi hak dan kewajiban pengguna jasa dan

badan penyelenggara angkutan antara lain memuat hal - hal sebagai berikut:

1 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. XIX, Intermasa, Jakarta, 2002, h. 26
11 .
Ibid, h. 28
12 Ibid, h. 29
B 1bid, h. 36
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a. Pengguna jasa berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat
pelayanan yang disepakati, misalnya pemegang karcis tertentu akan
memperoleh pelayanan sesuai dengan karcis yang dimilikinya.
Pengguna jasa berkewajiban membayar biaya angkutan sesuai
dengan tingkat pelayanan yang dikehendakinya.

b. Badan penyelenggara berkewajiban mengaugkut penumpang yang
telah memiliki karcis penumpang sesuai dengan tingkat pelayanan
yang disepakati atau mengangkut barang pengguna jasa yang telah
memilki surat angkutan barang. Badan penyelenggara berkewajiban
membayar ganti kerugian sesuai dengan syarat — syarat umum yang
telah disepakati kepada pengguna jasa yang mengalami kerugian
sebagai akibat dan kelalaian badan peunyelenggara. Pengguna jasa
memberikan pelayanan dalam batas — batas kelayakan sesuai dengan
kemampuan badan penvelenggara kepada pengguna jasa, selama
menunggu keberangkatan dalam hal terjadi  keterlambatan
pemberangkatan karena kelalaian badan penyelenggara.

c. Apabila calon pengguna jasa yalig telah membeli karcis atau surat
angkutan barang, kemudian membatalkan perjalanannya atau
pengiriman barangnya, maka berlaku ketentuan - keteutuan

sebagaimana tercantum dalam syarat — syarat umum angkutan'®,

" Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, h. 21
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Pada angkutan darat dengan kereta api, tempat pemuatan dan
penurunan penumpang dan barang disebut stasiun. Menurut ketentuan pasal
19 UUKA, stasiun merupakan tzmpat keretn api berangkat dan berhenti
untuk melayani naik dan turunya penumpang dan atau bongkar muat barang
dan atau untuk keperluan operasi kereta api. Kecuali dalam hal - hal
tertentu yang ditetapkan oleh badan penyelenggara, naik turunya
penumpang dan atau bongkar muat barang hanya depat dilakukan di stasiun.

Secara khusus, setiap jenis angkutan mempunyai tujuan yang khusus
pula. Menurut ketentuan pasal 3 UUKA, angkutan Gengan kereta api
bertujuan untuk :

a. Memperlancar perpindahan orang dan atav barang secara masal.
b. Menunjang pemecrataan, pertumbuban dan stabilitas, serta sebagai
pendorong dan penggerak pembangunan nasional.

Secara masal mengandung pengertian bahwa kereta api memiliki
kemampuan untuk mengangkut penumpang dan atau barang dalam jumlah
atau volume besar setiap kali perjalanannya.

Penyelenggara pelayanan angkutan penumpang dan atau barang
dilakukan setelah dipenuhi persyaratan amum angkutan yang ditetapkan
badan penyelenggara berdasarkan undang — undang ini. Persyaratan yang
harus dipenuhi oleh penumpang atau pengirim adalah pembayaran biaya

angkutan. Sebagai bukti pembayaran sudah dilunasi, pengangkut
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menyerahkan dokumen angkutan yaitu karcis penumpang atau surat
angkutan barang. Pada dokumen angkutan tersebut tertera tempat, tanggal,
dan tanda tangan/paraf pengangkut. Ini berarti perjanjian sudah terjadi dan

mengikat pada tanggal yang tertera pada dokumen anghutan tersebut.

2. B. Hak dan Kewajiban Para Pihak
B.1. Hak dan Kewajiban PT. Kereta Api ( persero )

Disamping mengatur hak dan kewajiban konsumen ( penumpang ), |
Undang — Undang No.8 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur
hak dan kewajiban dari pelaku usaha ( PT KAI ). Hak dari pelaku usaha
tersebut diatur dalam pasal 6, yaitu :

a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar bararg dan atau jasa yang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang tidak beritikad baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen ticak diakibatkan oleh barang

dan atau jasa yang diperdagangkan;




28

e. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturaﬁ perundang —
undangan lainnya.
Sedangkan kewajibannya pelaku usaha ( PT KAI ) diatur dalam
pasal 7 undang — undang tersebut, yaitu :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan us.hanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan atau jasa sertz memberikan
penjelasan .penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

¢. Melakukan étau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkar berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan
atau jasa yang berlaku;

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau
mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan
dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang

dan atau jasa yang diperdagangkan;,
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g. Memberikan kompensasi', ganti rugi dan atau penggantian apabila
barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.

Dalam proses pengangkutan penumpang pihak PT KAI mempunyai
larangan pengangkutan yang terdapat dalam syarat — syarat dan tarif
angkutan kereta api penumpang, begasi dan angkutan terusan, pasal 6
yaitu :

a. Orang yang teruyata dalam keadaan mabuk dan orang yang dapat
mengganggu atau membahayakan penumpang lain, tidak
diperkenankan naik kereta api.

b. Bilamana orang tersebut telah berada didalam kereta api dengan
tidak mengurangi ancaman hukum yang te¢lah ditetapkan dalam
undang - undang, mereka harus diturunkan sebeium kereta api
berangkat atau segera setelah kereta api bechenti dan ada
kesempatan untuk menurunkan orang itu.

¢. Demikian juga apabila selama dalam perjalanan dalam kereta api
kedapatan seorang penumpang yang dihinggapi penyakit menular
atau seorang penumpang yang menurut undang — undang dapat
dikenakan peraturan pengasingan untuk keschatannya, maka
penumpang tersebut harus diasingkan dari penumpang penumpang —

penumpang lainnya dan diturunkan dari kereta api di stasiun
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pertama yang dapat dilakukan dengan tidak a.au sedikitnya mungkin

merugikan penumpang tersebut.

d. Peraturan — peraturan seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2 tidak
berlaku bagi orang sakit atau bagi orang yang pengangkutannya
dilakukan dengan mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan
dalam undang - undang, asalkan saja pengangkutan itu dilakukan
dengan kereta api tersendiri atau didalam bagian kereta penumpang
terpisah dari penumpang lainnya'”.

Menurut ketentuan pasal 26 UUKA, penumpang dan atau barang
yang telah memenuhi syarat — syarat umum angkutan wajib diangkut oleh
badan penyelenggara ( PT KAI ). Dengan demnikian kewajiban pokok PT
KAI adalah mengangkut penumpang dan atau barang serta menerbitkan
dokumen angkutan sebagai imbalan haknya memperoleh pembayaran biaya
angkutan.

Tetapi penyelenggara angkutan dapat menentukan dalam perjanjian
bahwa PT KAI tidak wajib mengangkut barang yang ternyata dilarang oleh
undang - undang karena membahayakan ketertiban dan kepentingan umum.
Jika terjadi pembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api, maka PT
KAI wajib mengembalikan jumlah biaya yeng telah dibayar oleh

penumpang dan atau pengirim barang ( pasal 27 UUUKA ). Pembatalan

13 Syarat - Syarat Dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang, Begasi Dan Angkutan Terusan.,
PT. Kereta Api, Bandung, 2004, h. 23
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dalam ketentuan ini tidak termasuk pembatalan perjalanan kereta api karena

dianggap dapat membahayakan ketertiban dan kepentingan nmum. Dengan

demikian, kewajiban pokok PT KAI adalah mengembalikan biaya angkutan

dengan memperoleh hak penyerahan dokumen angkutan. Tetapi jika

pembatalan itu untuk ketertiban dan kepentingan umum, maka PT KAI

tidak wajib mengembalikan biaya angkutan yang sudah menjadi haknya,

melainkan dapat mengganti angkutan pada kesempatan lain.

Dalam melaksanakan kewajibannya, PT KAl diberi wewenang oleh

pasal 29 UUKA untuk :

a.

Melaksanakan pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat — syarat
umum angkutan bagi penumpang dan atan barang;

Melaksanakan penindakan atas pelanggaran terhadap syarat — syarat
umum angkutan, antara lain berupa pengenaan denda atau
menurunkan penumpang di stasiun terdekat, menurunkan barang
dan melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila barang
tersebut diduga membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;
Membatalkan perjalanan kereta api apabila dianggap dapat
membahayakan ketertiban dau kepentingan umum;

Menertibkan penumpang kereta api atau masyarakat yang
mengganggu perjalanan kereta api, penertiban tersebut dilakukan

bersama aparat keamanan.
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B.2, Hak dan Kewajiban Penumpang ( konsumen )
Mengenai hak dari konsumen ( penumpang ) diatur dalam pasal 4
Undang - Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang
dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta
jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau
jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau
penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
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1. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan pevaturan perundang -
undangan lainnya.

Sedangkan pada kewajiban konsumen diatur pada pasal $, yaitu :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transiuksi pembelian barang dan
atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang Jdisepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Menurut ketentuan pasal 26 UUKA, penumpang dan atau barang
yang telah memenuhi syarat — syarat umum angkuvtan wajib diangkut oleh
badan penyelenggara ( PT KAI ). Yang dimaksud dengan syarat — syarat
umum itu adalah pembayaran biaya angkutan. Dengan demikian kewajiban
pokok penumpang adalah membayar biaya angkutan terlebih dahulu yang
dibuktikan oleh dokumen angkutan yang diterimanya dari PT KAI. Sebagai
imbalannya penumpang berhak atas angkutan yang diselenggarakan oleh
PT KAL

Tetapi PT KAI dapat. “menentukan dalam perjanjian bahwa

penumpang yang terlambat masuk kereta api tidak dapat diangkut dan tidak
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berhak menuntut pengembalian biaya angkutan. Demikian juga penumpang
yang salah masuk kereta api lain sehingga terangkut ke tujuan yang bukan
dikehendakinya, tidak berhak menuntut pengembalian biaya angkutan. Jika
terjadi pembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api oleh badan
penyelenggara sebagaimaﬁa ditentukan di dalam pasal 27 UUKA, maka
penumpang wajib menyera;hkan dokumen angkutan untuk memperoleh
pengembalian biaya angkutan dari PT KAI. Penyarahan dokumen itu
penting karena berfungsi sebagai bukti bahwa penumpang sudah melunasi
biaya angkutan terlebih dahulu.

Menurut ketentuan pasal 35 UUKA, penderita cacat dan atau orang
sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang
angkutan kereta api. Pelayanan khusus tersebut dimaksudkan agar mereka
juga dapat menikmati pelayanan angkutan kereta api dengan baik.
Pelayanan khusus itu dapat berupa :

a. Pembuatan jalan khusus di stasiun dan sarana khusus untuk naik
kereta api;

b. Penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi
roda;

c. Sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan

dalam posisi tidur'®.

16 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, h. 112.
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Yang dimaksud dengan penderita cacat dalam ketentuan ini misalnya
penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, atau

tuna netra.

3. Pelayanan PT. KAI Menurut Hukum Positif
| Sektor pelayanan angkutan umum masih sering menyimpan
persoalan — persoalan, berupa :

a. Penetapan tarif angkutan umum ( misalnya, kenaikan tarif ) yang
belum atau tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah angkutan
umum;

b. Kelaikan kendaraan angkutan umum ( menyangkut soal keamanan
konsumen );

¢. Keamanan konsumen dari kejahatan di atas kendaraan angkutan
umum'’,

Dalam masalah pelayanan angkutan umum, konsumen sering
menjadi korban. Dalam sejarah republik ini, hampir belum pernah terjadi
konsumen melakukan pemogokan besar tidak menggunakan angkutan
umum. Namun yang sering terjadi :

a. Pengusaha angkutan umum tidak mengoperasikan sebagian

kendaraannya, atau

17 yusuf Sofie, Op. Cit., hal. 182
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b. Para sopir dan kondektur mogok tidak narik’®.

Pelayanan yang diberikan PT. KAI kepada penumpang adalah
meliputi pelayanan terhadap kenyamanan, keamamar, dan keselamatan. Hal
ini diatur dalam Kitab Undang — Undang Hukum Dagang ( KUHD ) Bab
Kelima B tentang Pengangkutan Orang. Dalam pasal 523 KUHD dijelaskan
bahwa si pengangkut harus menaggung terhadap segala perbuatah dari
mereka yang diperkerjakan dan segala benda yang chpakal oleh penumpang
dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut. Pada pasal 524 KUHD
dijelaskan bahwa tidak diperkenankan kepada si pengangkut untuk tidak
bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan karena tidak
cukup dilakukannya pemeliharaan pzrlengkapan alat pengangkutnya.

Di dalam KUHD pasal 528 tersebut juga dijelaskan mengenai
tanggung jawab si pengangkut yang mengharuskar bertanggung jawab
untuk segala kerugian yang disebabkan karena kelambatan dalam
pengangkutannya, kecuali kelambatan itu disebabkan karena suatu kejadian
yang selayaknya tidak dapat dicegah. Persetujuan pengangkutan
mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan si penumpaag sejak
penumpang naik hingga turun meninggalkan alat angkutannya.

Kemudian jika dilihat dalam Undang — Undang No.3 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, maka tujuan dari undang - undang

*rbid, h. 183
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tersebut adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen ( penumpang kereta api ).
Disebutkan dalam pasal 4 mengenai hak dari konsumen, disitu telah
dijelaskan bahwa konsumen ( penumpang ) mempunyai hak untuk
memperoleh  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang atau jasa. Masih didalam pasal 4 huruf Undang -
Undang Perlindungan Konsumen, para konsumen ( penumpang ) juga
memerlukan informasi mengenai kondisi dan jaminan dan juga di dengar
pendapat dan keluhannya mengenai barang atau jasa yang digunakannya,
serta para penumpang juga berhak meminta ganti rugi apabila barang atau
jasa tidak sesuai perjanjian sebagaimana semestinya.

Pada pasal 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen sudah
diatur mengenai hak dari konsumen ( penumpang ) itu sendiri, dengan ini
diharapkan pihak PT. KAI tidak berbuat sewerang — wenang dalam
memperlakukan para konsumen.

Menurut pasal 28 ayat 1 Undang - Undang No.13 tahun 1992
tentang Perkeretaapian, menjelaskan Hbadan penyelenggara ( PT KAI )
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan atau
pihak ketiga yang timbul dari penyelenggara peleyanan angkutan keretaapi.

Pada pasal 28 ayat 2 tanggung jawab yang dimaksud dalam pasal adalah :
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a. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus
dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang
dipekerjakan oleh penyelenggara.

b. Besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang
ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelengaraan
kegiatannya.

Dalam pasal 29 Undang - Undang Perkeretaapian bahwa badan
penyeleggara juga diberi wewenang untuk :

a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat — syarat
umum angkutan bagi penumpang dan atau barang.

b. Melaksanakan penindalzan atas penyelenggara terhadap syarat —
syarat umum angkutan'tcrsebut.

c. Membatalkan perjalanan keretaapi apabila dianggap dapat
membahayakan ketertiban dan kepentingan umum.

d. Menertibkan penumpang keretaapi atau masyarakat yang
mengganggu perjalanan keretaapi.

Juga badan penyelenggara yaitu PT Kereta Api ( Persero ) wajib

mengasuransikan tanggung jawabnya.
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uan PT KAI Terh Pen ng Kelas Ekonomi

Sekarang ini jika dilihat kenyataannya penumpang kereta api kelas
ekonomi sangat memprihatinkan keadaannya. Kondisi gerbong yang
seadanya bahkan tidak terawat. Kaca — kaca gerbong banyak yang pecah,
kamar mandi tidak ada air, dan kipas angin tidak berfungsi sehingga
membuat bau tidak enak di dalam gerbong. Sering para padagang asongan
masuk ke dalam gerbong yang pada waktu malam hari dan kebanyakan
lampu - lanipu gerbong mati éehingga memungkinkan terjadinya barang -
barang milik penumpang yang hilang. Para penumpang kerctavapi kelas
ekonomi lebih memilih tidur di lantai gerbong bagaikan seperti ikan asin
yang akan dijemur.

Sepertinya PT KAI tidak menindak lanjuti dengan keadaan yang
seperti itu, PT KAl menganggap keadaan itu masih tergolong wajar dan
biasa ~ biasa saja. Memang benar jika ada orang yang meagatakan ¢ murah
kok minta selamat ’. Penumpang kereta api ( konsumen ) dalam hal ini
hanya bersikap diam saja dan mencrimanya asal mereka sampai di tujuan,
penumpang itu tidak mempur;yai keberanian untuk menuntut PT KAI
apabila terjadi hal — hal yang merugikan karena penumpang merasa dengan
menuntut PT KAI akan menambah masalah dan akan memerlukan biaya

yang banyak.



BAB III
TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API TERHADAP
KENYAMANAN, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN

PENUMPANG KELAS EKONOMI

1. Tanggung Jawab PT. Kereta Api ( persero ) Terhadap Penumpan

( Konsumen )

Pelaku usaha penyelenggara angkutan kereta api ( PT KAI )
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau
pengirim dan atau pihak ketiga yang timbul. Tanggung jawab tersebut
diberikan dengan ketentuan :

a. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus
dibuktikan adanya kelalaian petugas, atau pihak lain yang
dipekerjakan oleh PT KAL

b. Besarnya ganti kerugian dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang
ditutup oleh PT KAI dalam hal penyelenggara kegiatannya ( pasal
28 UUKA).

Dalam pengertian kerugian yang diderita oleh penumpang, tidak termasuk
keuntungan yang akan diperoleh ataupun bagian biaya atas pelayanan yang

sudah dinikmati.

40
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Menurut ketentuan pasal 31 UUKA, tanggung jawab PT KAI
dimulai sejak diangkutnya penumpang dan atau diterimanya barang dan
berakhir di tempat tujuan yang disepakati. Maka menurut ketentuan pasal
34 UUKA, PT KAI wajib mengasuransikan tanggung jawabnya itu,
maksudnya adalah PT KAI melakukan pengalihan beban kerugian itu
melalui asuransi.

PT KAI dapat menentukah dalam perjanjian bahwa tidak
bertanggung jawab atas kehilangan atau kernsakan barang bawaan
penumpang, kecuali jika terbukti bahwa kehilangan atau kel;usakan barang
itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian karyawannya. Barang bawaan
penumpang yang lebih dari 20 kg wajib dikenal:an bea bagasi sesuai dengan
aturan yang berlaku dan harus dijaga sendiri apatila PT KAI tidak
menyediakan gerbong khusus barang bawaan il penumpang, namum
dalam prakteknya pada angkutan kereta api sering terjadi bahwa
penumpang sering kehilangan barang bawaan. Hal itu disehabkan karena
gerbong kereta api tidak dikunci sehingga para percopet bebas masuk dan
mengambil barang penumpang. Kejadian semacam ini jelas kelalaian pihak
PT KAI dan ia bertanggung jawab atas kehilangan barang penumpang.

Mengenai tanggung jawab kereta api terhadap pznumpang dapat

diuraikan sebagai berikut :
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a. Pengangkut kereta api, berdasarkan perjanjian pengangkutan
bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang
dalam jangka waktu pangangkutan, kecuali kalau pengangkut dapat
membuktikan bahwa kerugian itu terjadi di luar kesalahannya dan di
luar perbuatan buruhnya;

b. Gangguan teknis, terlambat berangkat atau terlambat datang, tidak
menimbulkan hak menuntut ganti kerugian;

¢. Penumpang yang terlambat masuk kereta api, tidak mempuvnyai hak
untuk mendapat ganti harga karcis; |

d. Penumpang tidak berhak untuk mendapat kembali harga karcis, bila
dia salah masuk ke dalam kereta api yang lain'®,

Kewajiban untuk tanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian
tersebut bukanlah merupakan ‘kewajiban pegawailya seperti : masinis,
kepala stasiun, atau penjaga pintu perlintasan kereta api, namun kewajiban
tanggung jawab tersebut lebih di bebankan pada PT Kereta Api.

Dengan demikian para pegawai kereta api tersebut tidak
bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian, kecuali apabila orang —
orang yang dipekerjakannya tersebut terbukti bersalah karena kelalaiannya

menyebabkan penumpang mengalami kerugian. Jadi PT Kereta Api selain

¥ H M.N. Purwosutjipto, Op. Cit., h. 76.
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bertanggung jawab terhadap penumpang juga harus bertanggung jawab atas
perbuatan orang — orang yang menjadi tanggungannya.

Dengan dianutnya prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
pada pengangkutan penumpang kereta api maka disini jelas bahwa PT
Kereta Api telah melakukan pembatasan tanggung jawabnya (erhadap
penumpang karena penyelenggara angkutan kereta api haaya bertanggung
jawab jika pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa kerugian yang
terjadi disebabkan perbuatan melanggar hukum oleh pihak angkutan.

Sebagai contch seperti yang dialami oleh penumpang KA Serayu,
pada waktu malam hari belasan pedagang asongan melakukan aksi
perampokan yang mengakibatkan para penumpang kereta tersebut
menderita kerugian materi. Kejadian itu disebabkan kar:na tidak adanya
polsuska ( Polisi Khusus Kereta Api ) yang berjaga — jaga di tiap gerbong
kereta api dan juga disebabkan tidak berfungsinya knnci di tiap — tiap pintu
gerbong kereta api. Kemudian mngenai keadaan yang tidak aman sewaktu
dalam perjalanan juga dialami sebagian besar penumpang kelas eksekutif.
Keadaan yang tidak aman tersebut pernah dialami oleh ayah dari atlet
perenang Indonesia, ayahnya ditemukan meninggal dunia oleh warga
sekitar. Polisi setempat mencurigai perbuatan itu dilakukan oleh

sekelompok orang yang dengan sengaja merampas barang — barangnya dan
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kemudian ayahnya dilempar keluar sewaktu kereta api tersebut berjalan
kencang.

Dalam hal ini tentu saja merugikan pihak penumpang karena untuk
membuktikan perbuatan melanggar hukum bukanlah hal yang mudah dan
butuh biaya yang tidak sedikit mengingat keadaan ekonomi penumpang
lebih lemah jika dibandingkan dengan PT Kereta Api yang berkedudukan

sebagai pengusaha angkutan.

2. Dasar Gugatan Penumpang (b Konsumen ) Kereta Api Dalam Hal
Menderita Kerugian

Kembali pada proses terjadinya pengangkutan yang terjadi antara
penumpang ( konsumen ) dan pengangkut ( pelaku usaha ), bahwa mereka
setelah sepekat mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban dan
memperoleh hak — haknya.

Praktek pemenuhan kebutuhan angkutan umum khususnya angkutan
darat selalu menjadi sorotan, karena bidang ini memang sangat menyentuh
hajat hidup konsumen berbagai lapisan masyarakat. Sampai sekarang
angkutan umum yang ada masih jauh dari aman, apalagi nyaman bagi
konsumen. Dafiar korban kecelakaan semakin panjang, tak jelas siapa yang
akan di salahkan dan dimintai pertanggung jawaban. Belum lagi bila

perusahaan atau pelaku usaha lepas tangan begitu saja, berbagai kecelakazn
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itu membuat orang trauma bila harus menggunakan angkutan umum.
Karena tidak ada pilihan lain maka orang tetap menggunakan angkutan
tersebut meskipun merasa ngeri atau trauma.

Menurut Yusuf Shofie kenyataan ini menunjukkan bahwa konsumen
angkutan umum berada dalam posisi lemah dan dirugikan. Seolah — olah
bila seseorang menjatuhkan pilihannya pada angkutan umum itu berarti
merelakan nyawanya pada kejamnya lalu lintas'®.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam asas umum hukum perdata
dinyatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain wajib
membayar ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian tersebut.
Jika berbicara soal konsep dan teori dalam ilmu hukum, perbuatan yang
merugikan tersebut dapat lahir karena :

a. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat

( wanprestasi );

b. Semata — mata lahir karena suatu perbuatan hukum ( perbuatan
melanggar hukum ).

Wanprestasi seperti yang dimaksud di atas dapat terjadi dalam
berbagai bentuk. Menurut Subekti, macam wanprestasi adalah sebagai
berkut :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

¥ Yusuf Sofie, Op.Cit.,, h. 195
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b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menuru! perjanjian tidak boleh
dilakukannya®®.

Dalam hubungannya dengan pengangkutan kereta api, maka jenis —
Jenis wanprestasi yang dilakukan PT KAL selaku penganghut ( pelaku
usaha ) adalah :

a. Membatalkan pengangkutan atau perjalanan karena sesuatau alasan
yang tidak jelas;

b. Melaksanakan pengangkutan atau perjalanan walaupun terjadi suatu
hambatan; |

c. Mengalami keterlambatan baik pada waktu keberangkatan maupun
kedatangan.

Sehubungan hal tersebut diatas dengan adanya wanprestasi yang
dilakukan oleh pengangkut, maka penumpang ( konsumen ) sebagai pihak
yang dirugikan dapat memilih tuntutan dalam pemenuhanrya, yaitu :

a. Pemenuhan perjanjian;
b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;

c. Ganti rugi saja;

? Subekti, Op. Cit, h. 45
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d. Pembatalan perjanjian;
e. Pembatalan disertai ganti rugi®'.

Sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh konsumen maka
tindakan PT KAI dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum
apabila memenuhi unsur — unsur dibawah ini :

a. Ada suatu perbuatan yang dilakukan olch PT KAI dalam hal
melaksanakan pengangkutan terhadap penumpang;

b. Ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh PT KAI pada
waktu melaksanakan pengangkutan tersebut;

c¢. Adanya kerugian yang dialami oleh penumpang;

d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita
penumpang dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh PT

KAL

Apabila PT KAI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita penumpang, maka tanggung jawab dari PT KAI terhadap kerugian
tersebut tercantum dalam pasal 28 ayat 1 Undang — Undang No.13 tahun
1992 tentang Perkeretaapian, yaitu :

“ Badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita oleh pengguna jasa dun/atav: pihak ketiga yang timbul dari

penyelenggara pelayanan angkutan keretaapi “.

2 Ibid, h. 53
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Atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan olch PT KAI tersebut, maka penumpang sebagai pihak konsumen
yang dirugikan dapat menuntut pembayarau ganti rugi kepada pihak PT
KAI Apabila tuntutan tersebut tidak ditanggapi maka penumpang selaku
konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap PT KAI kepada pengadilan
atas dasar wenprestasi atau perbuatan melanggar hulcum.

Undang - Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur
mengenai tuntutan ganti rugi itu, dengan diwujudkan melalui tanggung
Jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ﬁasal 19 ayat 1, yaitu :

“ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dawatau kerugian konsumen akibat

mengkonsumsi barang dawatau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan .

Selanjutnya dalam pasal 23 dinyatakan :

“ Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan

dawatau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen

sebagaimana dimaksud dalam 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa
konsumen atau mengajukan ke badon peradilan di tempat

kedudukan konsumen ",
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3. Penyelesaian Sengketa Penumpang ( Konsumen ) Dan PT KAI

Pada umumnya proses penyelesaian sengketa di bidang perdata
dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penyelesaian di luar pengadilan atau
jalur hukum ( non litigasi ) dan penyelesaian di dalam pengadilan atau
melalui jalur hukum ( litigasi ).

Penyelesaian non litigasi merupakan cara untuk mencapai
perdamaian. Mengenai perdama.an diatur dalam pasal 1851 - 1864 BW.
Perdamaian merupakan suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak,
dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatau barang, mengakhiri
suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu
perkara. Dalam perdamaian ini kedua pihak saling melepaskan tuntutan
mereka dem untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau
untuk mencegah timbulnya suatu perkara.

Suatu perjanjian dalam perdamaian tidaklah sah ( karena tidak
mengikat ) jika perjanjian tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu,
yaitu harus diadakan secara tertulis’2. Perdamaian itu tidak sekali — kali
menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut perkara tersebut ( pasal
1853).

Perlu diingat bahwa segala perdamaian mempunyai diantara para

pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat

Z Subekti, Aneka Perjanjian, cet. X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 177
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penghabisan, dan bahwa tak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan
alasan kekhilapan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu
pihak dirugikan. Tegasnya perdamaian itu mempunyai kekuatan yang sama
dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap”.

Undang — Undang Perlindungan Konsumen juga mengisyaratkan hal
yang serupa. Hal itv terbukti dengan di cantumkannya alternatif
penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang tercantum dalam pasal 45
ayat 2, yaitu :

“ Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau

di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

bersengketa “

Selanjutnya dalam pasal 47 undang — undang tersebut menyatakan :
“  Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan
tertentu untuk menjamin tidak akan ada terjadi kembali atau tidak
akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen ”.

Selain mengenal penyelesaian perdamaian, maka Undang — Undang

Perlindungan Konsumen juga mengenal penyelesaian sengketa dengan

B Ibid, h. 179
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melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen ( BPSK ), sebagaimana diatur dalam undang — undang
tersebut dalam pasal 23 :

“ Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas turtutan konsumen

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penvelesaian sengketa

konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat

kedudukan konsumen *

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BP3K ) merupakan suatu
lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap — tiap Daerah
Tingkat I untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.
Keanggotaan dari BPSK itu sendir terdiri atas unsur pemerintah, unsur
konsumen, dan unsur pelaku usaha, sebagiamana diatur bahwa tiap anggota
berjumlah sedikit — dikitnya tiga orang dan sebanyak — banyaknya lima
orang dari tiap unsur anggota tersebut. Dalam menjalankan tugasnya BPSK
dibantu oleh sekretariat, sekretariat BPSK itu sendiri terdiri atas kepala
sekretariat dan anggota sekretariat. Kemudian dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh menteri.

Sedangkan upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui

pengadilan ‘merupakan inisiatif dari pihak yang merasa dirugikan oleh
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pihak lawannya yang merasa dirugikan akibat waaprestasi atau perbuatan
melanggar hukum. Oleh karena itu bila cara ini ditempuh, maka penggugat
harus mendaftarkan gugatannya ke paniteraan pengadilan negari di tempat
tergugat tinggal.

Kemudian dalam pasal 45 ayat 1 Undang — Undang Perlindungan
Konsumen juga mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu :

“ Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyzlesaikan sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melaui peradilan yang berada di

lingkungan peradilan umum “.

Dalam kaitannya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka
patut pula diperhatikan ketentuan dalam pasal 48, yaitu !

“ Penyelesaian sengketa korsumen melalui pengadilan mengacu

pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan

memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 “.

Sehubungan dengan tuntutan oleh konsumen ( penumpang )
mengenai tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh PT KAI ( pelaku usaha )
tersebut, maka penumpang harus melihat kembali apakah kerugian yang
timbul itu terjadi atau diakibatkan karena kesalahan yang dilakukan oleh PT

KAI. Dalam tuntutannya ita penumpang harus menyertakan karcis




53

penumpang sebagai bukti bahwa 1nemang ielah terjgdi perjanjian
pengangkutan dengan PT KAI

Berkaitan dalam hal penumpang harus menyertakan karcis
penumpang sebagai bukti, maka sebaliknya pihak PT KAI juga harus
menyertakan bukti jika kerugian atau kesalahan itu bukan disebabkan oleh
tindakannya selama melaksanakan proses pengingkutan penumpang.

Mengenai beban pembuktian yang digunakan maka Undang -
Undang Perlindungan Konsumen menyatakan dalam pasal 28, yaitu :

“ Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam

gugatan ganti rugi sebagaimana dimuaks.d dalam pasal 19, pasal

22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku

usaha “.
Dengan adanya pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam
Undang — Undang Perlindungan Konsumen ini, maka yang berkewajiban
untuk membuktikan kesalahan adalah ada di pihak pelaku usaha maka pihak
pelaku usaha harus menghadirkan bukti -- bukti yang mendukung bahwa ia
tidak bersalah.

Pembalikan beban pembuktian tersebut adalah merupakan terobosan
yang sangat relevan bagi konsumen ( penumpang ) kereta api yang jika
dilihat dari kondisi konsumen yang secara umim memiliki keterbatasan —

keterbatasan ( ekonomis, sosial , dan psikolcgis ) akibat tidak memiliki
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kekuatan untuk tawar menawar yang berimbang dengan pelaku usaha,
sehingga dengan adanya pembalikan beban pembuktian itu konsumen
terlindungi akan hak — haknya.

Dalam hal mengajukan gugatan atas peleanggaran pelaku usaha,
dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan
yang sama ( class action ), ini diatwi dalam Undang — Undung Perlindungan
Konsumen pasal 46 ayat | huruf b. Tidak hanya itu saja gugatan atas
pelanggaran tersebut juga dapat dilakukan oleh perseorangan ( pasal 46 ayat
1 huruf a ) dan juga dapat melalui lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat ( pasal 46 ayat 1 hurufc ).

Sehubungan dengan hak gugat yang dimiiiki lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat, maka lembaga berlindungan konsumen
swadaya masyarakat tersebut menjadi pihak dalam proses beracara di depan
persidangan, atau dengan kata lain dapat mewakili kepentingan konsumen
termasuk dalam hal ini penumpang kereta api dan tentunya lembaga

tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal di atas.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada skripsi ini, maka secara garis besar
dapat diambil kesimpulan sebagai ber kut :

a. Pelayanan PT KAI ( pelaku usaha ) dalum kenyataannya tidak sesuai
dengan hukum positif yang berlaku, yaitu sering terjadi pelanggaran
yang dilakukan PT KAI yang mengakibatkan kerugian terhadap
konsumen ( penampang ) kereta api kelas ekonomi. Dengan adanya
peristiwa tersebut. maka menurut Undang ~ Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa tiap
konsumen ( penumpang ) mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang atau jasa. Namun jika menurut Undang -
Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, pelayanan
yang diterima oleh konsumen ( penumpang ) memang dibedakan
menurut karcis yang dimilikinya. Jadi antara Undang — Undang
Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Perkeretaapian
memang terjadi ketidak sesuaian yang mengatur hak - hak

konsumen ( penumapng ) kereta api.

55
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b. Tanggung jawab PT KAI selaku pelaku usaha dimulai sejak
diangkutnya penumpang dan berakhir ¢i tempat tujuan yang
disepakati. Pelaku usaha penyelenggara angkutan kereta api ( PT
KAI ) akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
penum.pang ( konsumen ), apabila sumber kerugian tersebut berasal
dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelaleian
petuges atau pihak lain yang dipekerjakan olch PT KAI dan PT KAl

wajib mengasuransikan tanggung jawabnya itu.

2.Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, saya akan menyampaikan
beberapa saran yang dapat dijadik.in bahan per'imbangan dalam mencermati
permasalahan tentang jaminan kenyamanan, kearaanan, dan keselamatan
terhadap penumpang kereta api, yaitu :

a. Telah dapat diketahui bahwa kereta api merupakan jenis angkutan
umum yang dalam keberadaannya dan pelaksanaannya diatur oleh
perundang — undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
sosialisasi dari Undang — Undang No.13 tahun 1992 tentang
Perkeretaapian, serta Undang — Undang No.8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang mengatur hubungan konsumen

dengan pelaku usaha ( PT KAI ). Di samping itu upaya
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pemberdayaan perlindungan konsvmen, dalam hal im sangat
diperlukan.

. Sehubungan dengan semakin banyaknya masyarakat yang
menggunakan jasa kereta api sebagai sarana angkutan, maka
alangkah baiknya PT KAI selaku pelaku usaha untuk lebih
meningkatkan kinerjanya dalam hal peningkatan mutu pelayanan
kepada penumpang dan perawatan terhadap angkutannya schingga
para penumpang dalam melakukan perjalanannya dapat merasa

nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan.
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